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KATA PENGANTAR 

 

Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Badan Pengusahaan Batam (BP 

Batam) merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) akan memberikan dampak positif  dalam meningkatkan citra Badan 

Pengusahaan Batam. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan 

organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada 

masing-masing unit di lingkungan Badan Pengusahaan Batam, dengan harapan 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Dalam upaya Badan Pengusahaan Batam memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di 

lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang melakukan pelanggaran sehingga 

menghambat proses Reformasi Birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu 

diidentifikasi, oleh karena itu peran serta masyarakat untuk menyampaikan atau 

melaporkan setiap permasalahan yang diketahuinya sangat diperlukan sebagai 

wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perbaikan pelayanan 

publik. 

Hal ini dipandang penting sehingga kepuasan masyarakat pengguna layanan 

yang tinggi dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah pencapaian kepuasan 

stakeholder terhadap pelayanan publik dengan predikat baik, dimana penanganan 

pengaduan masyarakat menjadi salah satu unsur didalamnya, dan ini merupakan 

hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan BP Batam Semester I 

Tahun 2021. 

 
Batam, Agustus 2021 

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan 
Selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan 
Pengaduan BP Batam 

 

 

 

Memet E. Rachmat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

 

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Badan Pengusahaan Batam (BP 

Batam) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra BP 

Batam. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan 

proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di 

lingkungan BP Batam, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat. 

BP Batam secara berkesinambungan berusaha untuk meningkatkan kualitas 

yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik keterbukaan informasi 

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 

penyelenggara negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 

publik . Keterbukaan informasi publik mendukung tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), Tidak menutup kemungkinan ada 

pejabat/pegawai di lingkungan BP Batam yang melakukan pelanggaran, sehingga 

menghambat proses Reformasi Birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu 

segera diidentifikasi,  Oleh karena itu peran serta masyarakat untuk 

menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat 

diperlukan. 

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan 

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kebijakan 

Pimpinan BP Batam agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai 

BP Batam, Kepala BP Batam telah menetapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan 

Pelayanan Publik (Whistle blowing System) di Lingkungan Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 
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1.2. Dasar Hukum  

1. Undang ɀ Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

2. Parturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  

4. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota di Lingkungan 

Badan Pengusahaan Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

5. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (Whistle 

blowing System) di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tim 

Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Unit Kerja 

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan 

Pengaduan Masyarakat adalah: 

1. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 

2. Untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam 

Nomor 91 tahun 2020 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas 

Administrator Pada Unit Kerja Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam. 
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3. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah 

untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian 

penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan BP Batam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN  

SEMESTER I TAHUN 2021 

4 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Definisi  

1.  Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui: 

a. Melalui situs https://www.lapor.go.id  atau sms ke 1708 yang dikelola 

terintegrasi dengan pengelolaan pengaduan nasional; 

b. Melalui Kotak Saran, yang ditempatkan pada beberapa titik strategis pada 

semua Unit Layanan di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam; 

c. Secara langsung dan/cara lainnya kepada Tim Pengelola Penanganan 

Pengaduan di masing-masing unit layanan yang disampaikan oleh 

masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau tindak kejahatan di Lingkungan BP Batam. 

2. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh 

masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Badan Pengusahaan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 

3. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang 

menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

4.  Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Unit 

Kerja Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam adalah Tim yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BP 

Batam dengan susunan: 

a. Pembina; 

b. Ketua; 

c. Anggota; 

d. Pengelola Pengaduan/Tim Administrator; dan 

e. Pejabat Penghubung. 

  

https://www.lapor.go.id/
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2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim  

Adapun Tugas dan tanggung Jawab Tim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas 

Administrator Pada Unit Kerja Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam (lampiran). 

2.3. Asas-asas Penanganan Laporan  Pengaduan Masyarakat  

1. Kepastian hukum, Tranparansi, Koordinasi, Efektivitas, Akuntabilitas, 

Objektivitas, Proporsionalitas dan Kerahasiaan; 

2. Penjelasan dapat dilihat dalam halaman lampiran halaman 18. 

2.4. Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan  Masyarakat  

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan 

pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar 

memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta 

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam 

penanganan laporan pengaduan masyarakat. 

Penjelasan atas 2.4. Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan 

Masyarakat selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran. 

2.5. Unsur -Unsur  Pengaduan 

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu Penjelasan 4 W + 

1H dapat dilihat dalam lampiran halaman 21. 

2.6. Bentuk  Pengaduan 

Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan, penyalahgunaan 

wewenang selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran halaman 21. 

2.7. Saluran Pengaduan 

Pengaduan disampaikan melalui tiga metode selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran halaman 22. 

2.8. Tim Penanganan  Pengaduan 

Tim Penanganan Pengaduan melaksanakan pengelolaan menerima pengaduan, 

melalui sarana penerimaan pengaduan, menindaklanjuti, dan menutup 

pengaduan, selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.  
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BAB III  

PERKEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

 

3.1. Perkembangan  Penanganan Pengaduan Masyarakat  Berdasarkan Saluran 

Pengaduan 

 

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk Semester I Tahun 2021 terdapat 

5.848 pengaduan. Jika dirinci berdasarkan saluran pengaduan dan Unit Pelayanan 

dapat dilihat dalam tabel dan gambar diagram berikut: 

Tabel 1 

Pengaduan yang diterima d i BP Batam Semester I Tahun 2021  

 

No Unit Pelayanan 

Pengaduan yang Diterima 

Melalui 

JML 

Status 

situs 

https:/

/www

w.lapo

r.go.id 

atau 

sms ke 

1708 

Kotak 

Saran 

Langsu

ng/ Lai

nnya 

Selesai 
Dlm 

Proses 

1 Biro Umum 0 0 0 0 0 0 

2 Biro Keuangan 0 0 0 0 0 0 

3 
Biro Sumber Daya 

Manusia dan Organisasi 
0 0 0 0 0 0 

4 Biro Hukum 0 0 0 0 0 0 

5 
Biro Humas, Promosi 

dan Protokol 
0 0 0 0 0 0 

6 Kantor Perwakilan 0 0 0 0 0 0 

7 
Pusat Perencanaan 

Program Strategis 
0 0 0 0 0 0 
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8 
Pusat Harmonisasi 

Kebijakan 
0 0 0 0 0 0 

9 
Pusat Pengembangan 

KPBPBB dan KEK 
0 0 0 0 0 0 

10 
Direktorat Pengelolaan 

Lahan 
4 2 5.531 5.537 4.007 1.530 

11 
Direktorat Infrastruktur 

Kawasan 
0 0 0 0 0 0 

12 

Direktorat Pelayanan 

Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 

0 0 97 97 97 0 

13 
Direktorat Pengamanan 

Aset 
0 1 0 1 1 0 

14 
Direktorat 

Restrukturisasi 
0 0 0 0 0 0 

15 

Direktorat Peningkatan 

Kinerja dan Manajemen 

Risiko 

0 0 0 0 0 0 

16 
Direktorat Evaluasi dan 

Pengendalian 
0 0 0 0 0 0 

17 

Badan Usaha Bandara 

dan Teknologi dan 

Informasi 

0 5 8 13 13 0 

18 Badan Usaha Pelabuhan 0 10 0 10 0 10 

19 
Badan Usaha Rumah 

Sakit 
1 12 102 115 81 34 

20 
Badan Usaha Fasilitas 

Lingkungan 
2 0 72 74 74 0 

21 
Satuan Pemeriksa 

Intern  
0 0 1 1 1 0 

 JUMLAH 7 30 5.811 5.848 4.274 1.574 

  0 % 1 % 99 % 100 % 73 % 27 % 



 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN  

SEMESTER I TAHUN 2021 

8 

 

 

Gambar 1 

Diagram Pengaduan yang diterima di BP Batam Semester I Tahun 2021  
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Tabel 2 

Pengaduan yang Diterima Melalui situs https://www.lapor.go.id  atau SMS 

ke 1708 Periode Semester I Tahun 2021  

No Unit Pelayanan 

situs 

https://www.lapo

r.go.id atau sms 

ke 1708 

% 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 4 57,1 % 

11 Direktorat Infrastruktur Kawasan 0 0,0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
0 0,0 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 0 0,0 % 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan 

Manajemen Risiko 
0 0,0 % 

16 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 
Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan 

Informasi 
0 0,0 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 0 0,0 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 1 14,3% 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 2 28,6 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 0 0,0 % 

JUMLAH 7 100 % 

https://www.lapor.go.id/
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Tabel 3 

Pengaduan Masyarakat yang Diterima Melalui Kotak Saran  

 

No Unit Pelayanan 
Kotak 

Saran 
% 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 2 6,7 % 

11 Direktorat Infrastruktur Kawasan 0 0,0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
0 0,0 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 1 3,3% 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen 

Risiko 
0 0,0 % 

16 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan Informasi 5 16,7 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 10 33,3 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 12 40,0 % 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 0 0 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 0 0 % 

JUMLAH 30 100 % 
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Tabel 4 

Pengaduan Masyarakat yang Diterima Langsung /lainnya  Kepada Tim/Unit 

Pelayanan 

 

No Unit Pelayanan 
Langsung/

Lainnya 
% 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 5.531 95,2 % 

11 Direktorat Inf rastruktur Kawasan 0 0,0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
97 1,7 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 0 0,0 % 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan 

Manajemen Risiko 
0 0,0 % 

16 Direktorat  Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 
Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan 

Informasi 
8 0,1 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 0 0,0 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 102 1,8 % 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 72 1,2 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 1 0,0 % 

JUMLAH 5.811 100 % 
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Tabel 5 

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima di BP Batam Semester I 

Tahun 2021  

 

No Unit Pelayanan 
Grand 

Total 
% 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 5.537 94,7 % 

11 Direktorat Infrastruktur Kawasan 0 0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
97 1,7 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 1 0,0 % 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen 

Risiko 
0 

0,0 % 

16 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan Informasi 13 0,2 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 10 0,2 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 115 2,0 % 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 74 1,3 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 1 0,0 % 

JUMLAH 5.848 100 % 
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Tabel 6 

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Sudah Selesai Semester I Tahun 2021  

 

No Unit Pelayanan Selesai % 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 4.007 93,8 % 

11 Direktorat Infrastruktur Kawasan 0 0,0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
97 2,3 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 1 0,0 % 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen 

Risiko 
0 

0,0 % 

16 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan Informasi 13 0,3 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 0 0,0 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 81 1,9 % 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 74 1,7 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 1 0,0 % 

JUMLAH 4.274 100 % 
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Tabel 7 

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Dalam Proses Semester I Tahun 2021  

 

No Unit Pelayanan 
Dalam 

Proses 
% 

1 Biro Umum 0 0,0 % 

2 Biro Keuangan 0 0,0 % 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 0 0,0 % 

4 Biro Hukum 0 0,0 % 

5 Biro Humas, Promosi dan Protokol 0 0,0 % 

6 Kantor Perwakilan 0 0,0 % 

7 Pusat Perencanaan Program Strategis 0 0,0 % 

8 Pusat Harmonisasi Kebijakan 0 0,0 % 

9 Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK 0 0,0 % 

10 Direktorat Pengelolaan Lahan 1.530 97,2 % 

11 Direktorat Infrastruktur Kawasan 0 0,0 % 

12 
Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan 

Penanaman Modal 
0 

0,0 % 

13 Direktorat Pengamanan Aset 0 0,0 % 

14 Direktorat Restrukturisasi 0 0,0 % 

15 
Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen 

Risiko 
0 

0,0 % 

16 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian 0 0,0 % 

17 Badan Usaha Bandara dan Teknologi dan Informasi 0 0,0 % 

18 Badan Usaha Pelabuhan 10 0,6 % 

19 Badan Usaha Rumah Sakit 34 2,2 % 

20 Badan Usaha Fasilitas Lingkungan 0 0,0 % 

21 Satuan Pemeriksa Intern 0 0,0 % 

JUMLAH 1.574 100 % 
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BAB IV 

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 

 

4.1.  Hambatan  

Hambatan-hambatan yang terjadi  dalam penanganan pengaduan Periode 

Semester I Tahun 2021, antara lain: 

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan oleh unit yang menerima 

Pengaduan; 

2. Terbatasnya quantitas dan kualitas SDM (pegawai) yang mengelola pengaduan 

di unit seperti petugas help desk di unit pelayanan; 

3. Masih ada Pejabat Penghubung dan admin yang mengalami kesulitan login 

pada website Lapor SP4N!; 

4. Tim masih mengalami kendala untuk menginput pengaduan offline ke dalam 

sistem SP4N; 

5. Pejabat Penghubung pada unit belum menerima login dan password masuk ke 

sistem Lapor SP4N! dari Biro Humas, yang diminta oleh Kemenpan RB menjadi 

admin utama BP Batam yang memiliki beberapa wewenang, salah satunya 

melakukan klarifikasi pengaduan dan membuat login password untuk para 

pejabat penghubung dan admin lainnya; 

6. Petugas pengaduan masih bersifat ad hoc; 

7. Tindak lanjut pengaduan masih dalam proses sebesar 1.574 atau 27%. 

4.2. Upaya Penyelesaian 

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan penanganan 

pengaduan antara lain: 

1. Menyiapkan program untuk pelaksanaan sosialisasi penanganan pengaduan 

dengan narasumber dari Kemenpan dan RB RI tahun 2021; 

2. Meningkatkan koordinasi lebih intensif dalam penanganan pengaduan; 

3. Melaksanakan studi banding terkait penanganan pengaduan masyarakat, 

Kementerian PAN RB RI (pengelola web.lapor) dengan melibatkan perwakilan 

dari masing-masing Tim Penanganan Pengaduan; 

4. Agar setiap unit pelayanan dapat menyiapkan anggaran penyelesaian tindak 

lanjut pengaduan masyarakat; 
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5. Meningkatkan kordinasi dengan Biro Humas agar login dan password dapat 

diterima oleh Pejabat Penghubung dan admin; 

6. Perlu kebijakan agar pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pejabat 

profesional yang saat ini pranata hukumnya sedang disiapkan oleh Kemepan 

RB; 

7. Agar setiap unit yang menerima laporan dapat menyelesaikan setiap aduan 

yang masuk < 60 hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Semester I 

Tahun 2021 ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai 

sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran 

umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan publik BP Batam 

yang ukurannya dapat dilihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

dilakukan secara berkala. 

Dalam Kontrak Kinerja antara Kepala BP Batam dengan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tahun 2020 merupakan salah satu 

sasaran strategisnya adalah Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi 

dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah Pencapaian Kepuasan Stakeholder 

terhadap Pelayanan Publik dengan ÔÁÒÇÅÔ І ψρȟππ (skala 1-100) (Predikat Baik), 

dimana Penanganan Pengaduan Masyarakat menjadi salah satu unsur yang dinilai 

dalam SKM tersebut, dengan harapan pengelolaan pengaduan yang efektif dan 

efisien diharapkan dapat menjadi masukan guna mewujudkan pelayanan publik  

yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

I. Tugas dan Tanggung Jawab Tim; 

1. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang 

memadai; 

b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam 

penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan 

penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya berdasarkan indikator dan 

target yang ditetapkan; 

b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; 

c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian 

pengelolaan pengaduan masyarakat. 

3. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi 

kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status 

pengaduan terlihat lambat; 

b. Merencanakan, melakukan sinkronisasi, mengonfirmasikan rencana 

program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada unit kerja dan 

masyarakat; 

d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Ketua; 

e. Melaksanakan tugas lainnya terkait pengelolaan pengaduan yang 

diberikan Ketua. 

4. Pengelola Pengaduan/Tim Administrator mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 
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a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola 

LAPOR!SP4N di tingkat Nasional untuk ditindaklanjuti; 

b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi 

Penyelenggara/Satuan Kerja atau Pejabat di lingkungan masing-masing 

berdasarkan kategori pengaduan; 

c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 

dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara; 

d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah 

dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta 

penyelesaian terhadap pengaduan; 

e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan 

Nasional, LAPOR!SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori 

pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya. 

5. Pejabat Penghubung mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: 

a. Menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi 

Penyelenggara/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti; 

b. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk 

segera menindaklanjuti pengaduan; 

c. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Unit Kerja; 

d. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala 

Organisasi Penyelenggara/Unit Kerja. 

II.  Asas-asas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat  

1. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat; 

2. Transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada 

masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan 

pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas; 

3. Koordinasi, yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang 

berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan 

prosedur yang berlaku; 

4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya; 
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5. Akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 

baik proses maupun tindak lanjutnya; 

6. Objektivitas, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, 

interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak 

tertentu;  

7. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan 

wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya 

secara seimbang; 

8. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban 

professional atau hukum untuk mengungkapkan. 

III.  Etika  dalam Penanganan Laporan Pengaduan  Masyarakat  

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan 

pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar 

memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta 

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam 

penanganan laporan pengaduan masyarakat. 

1. Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah yang Menangani Laporan Pengaduan 

Masyarakat 

Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai 

dasar, sebagai berikut:  

a. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang 

berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat; 

b. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat; 

c. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, 

ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun; 

d. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi. 

2. Kewajiban dan Larangan Aparatur yang Menangani Laporan Pengaduan 

Masyarakat 

a. Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat wajib: 

- Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional; 

- Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku; 

- Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja; 

- Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 

peningkatan kinerja; 

- Menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan 

terlapor;  

- Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan 

dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak 

menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas; 

- Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen 

kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan 

tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan 

masyarakat atau berhenti/alih tugas. 

b. Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dilarang: 

- Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau 

golongan; 

- Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan 

dengan penanganan pengaduan masyarakat; 

- Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan 

proses penanganan pengaduan masyarakat; 

- Menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain 

pejabat yang diberi kewenangan; 

- Menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan 

pribadi, kelompok maupun golongan. 

3. Etika Aparatur dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat 

a. Etika terhadap pelapor meliputi:  

- Memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih 

dan tanpa unsur pemaksaan; 

- Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak 

diskriminatif;  

- Menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor; 

- Memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan 

proses pengaduan masyarakat yang ditangani. 

b. Etika terhadap terlapor meliputi:  

- Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah; 

- Menghormati hak-hak terlapor. 

c. Etika terhadap sesama aparatur yang menangani laporan pengaduan 

masyarakat meliputi:  

- Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait 

dalam rangka pencapaian tujuan; 

- Menggalang rasa kebersamaan; 

- Menghargai perbedaan pendapat; 

- Saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi. 

IV. Unsur -Unsur  Pengaduan 

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu 

1. What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui; 

2. Where, di mana perbuatan dilakukan; 

3. When, kapan perbuatan tersebut dilakukan; 

4. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; 

5. How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan 

sebagainya). 

V. Bentuk  Pengaduan 

Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan: 

1. Penyalahgunaan wewenang; 

2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau; 

3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh 

Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. 

VI. Saluran Pengaduan 

Pengaduan disampaikan melalui: 

1. Pengaduan melalui situs https://www.lapor.go.id  atau sms ke 1708 semua 

operator; 

https://www.lapor.go.id/
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2. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya kedalam 

pengaduan, yang ditempatkan pada beberapa titik strategis pada semua Unit 

Layanan di lingkungan BP Batam; 

3. Pengaduan disampaikan melalui surat, surat elektronik atau dalam bentuk lain 

yang ditujukan kepada Tim Penanganan Pengaduan yang ada di seluruh Unit 

Kerja BP Batam. 

VII. Mekanisme  Penanganan Pengaduan 

1. Melalui situs https://www.l apor.go.id atau sms ke 1708: 

a.  Pengaduan melalui situs https://www.lapor.go.id  atau sms ke 1708;  

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui 

situshttps://w ww.lapor.go.id,media sosial lainnya dan SMS 1708. 

Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator 

LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan 

ke BP Batam paling lambat 3 hari kerja setelah Pengaduan dilakukan. 

b. Tindak Lanjut Pengaduan; 

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan 

sekaligus memberikan notifikasi kepada Pengadu. BP Batam diberikan 

waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal 

dan perumusan tindak lanjut dari Pengaduan yang diberikan oleh 

masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka BP 

Batam memberikan informasi kepada Pengadu pada halaman tindak 

lanjut laporan. 

c.  Penutupan Laporan; 

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari BP 

Batam telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa 

adanya balasan dari Pengadu maupun administrator LAPOR! di 

halaman tindak lanjut. 

2.  Pengaduan Melalui Kotak Saran yang ditempatkan pada beberapa titik 

strategis pada semua Unit Layanan di lingkungan BP Batam. 

a.  Pengadu; 

- Mengisi form pengaduan sesuai dengan topik pengaduan; 

- Menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang tersebar di 

https://www.lapor.go.id/
https://www.lapor.go.id/
https://www.lapor.go.id/
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unit -unit layanan BP Batam; 

- Menerima hasil tindak lanjut pengaduan. 

b.  Pengelola Pengaduan 

- Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan 

Ɇ Petugas dari Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan membuka dan 

mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk melalui Kotak 

Saran yang tersebar di seluruh unit layanan BP Batam setiap 

minggu; 

Ɇ Merekapitulasi dan mengklasifikasikan jenis pengaduan; 

Ɇ Menyerahkan pengaduan kepada Pimpinan Unit Layanan yang 

diadukan melalui pejabat penghubung untuk ditindaklanjuti; 

Ɇ Menerima kembali pengaduan yang di luar kewenangan unit yang 

mengembalikan dan menyerahkan kepada unit yang sesuai 

kewenangannya;  

Ɇ Menyerahkan pengaduan berindikasi pelanggaran hukum ke 

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) untuk ditindaklanjuti; 

Ɇ Membuat laporan penyelesaian tindak lanjut pengaduan ke 

Pimpinan secara berkala. 

- Pejabat Penghubung Unit Layanan 

Ɇ Menerima rekapitulasi pengaduan dari Bidang Pusat Harmonisasi 

Kebijakan; 

Ɇ Membuat rencana tahapan penyelesaian; 

Ɇ Menyerahkan pengaduan dan tahapan penyelesaian kepada 

Pimpinan Unit Layanan untuk ditindaklanjuti; 

Ɇ Menyerahkan kembali pengaduan yang di luar kewenangan 

unitnya ke Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan; 

Ɇ Menyampaikan hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan 

kepada pengadu dengan tembusan ke Bidang Pusat Harmonisasi 

Kebijakan. 

- Pimpinan Unit Layanan 

Ɇ Menerima dan menyelesaikan pengaduan yang diterima dari 

Pejabat Penghubung; 
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Ɇ Membuat tindaklanjut penyelesaian pengaduan kepada Pejabat 

Penghubung untuk diserahkan ke Pengadu dengan tembusan 

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan. 

- Satuan Pemeriksa Internal 

Ɇ Menerima pengaduan dari Unit Kerja Pusat Harmonisasi 

Kebijakan yang terindikasi melanggar hukum; 

Ɇ Menindaklajuti pengaduan yang diterima; 

Ɇ Membuat laporan hasil tindak lanjut ke Pimpinan dengan 

tembusan Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan.  

- Penutupan Laporan 

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari 

Unit Layanan yang diadukan, dan telah berjalan 14 hari kerja setelah 

tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari Pengadu. 

c. Pengaduan secara langsung/lainnya  Kepada Tim Pengelola Penanganan 

Pengaduan/Unit kerja : 

a. Pengadu: 

Menyampaikan pengaduannya Kepada Tim Pengelola Penanganan 

Pengaduan dengan mengisi kertas form pengaduan. 

b. Tim Pengelola Penanganan Pengaduan: 

- Menerima pengaduan dari Pengadu; 

- Menyerahkan aduan kepada Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan. 

c.  Tindak Lanjut: 

- Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan: 

¶ Menerima pengaduan dari Tim Pengelola Penanganan Pengaduan; 

¶ Merekapitulasi dan mengklasifikasikan jenis pengaduan; 

¶ Menyerahkan pengaduan kepada Pimpinan Unit Layanan yang 

diadukan melalui Pejabat Penghubung untuk ditindaklanjuti; 

¶ Menerima kembali pengaduan yang diluar kewenangan unit yang 

mengembalikan dan menyerahkan kepada unit yang sesuai 

kewenangannya;  

¶ Menyerahkan pengaduan berindikasi pelanggaran hukum ke 

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) untuk ditindaklanjuti; 
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¶ Membuat laporan penyelesaian tindaklanjut pengaduan ke 

Pimpinan secara berkala. 

- Pejabat Penghubung Unit Layanan: 

¶ Menerima pengaduan dari Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan; 

¶ Membuat rencana tahapan penyelesaian; 

¶ Menyerahkan pengaduan dan tahapan penyelesaian kepada Kepala 

Unit Layanan untuk ditindaklanjuti;  

¶ Menyerahkan kembali pengaduan yang diluar kewenangan Unitnya 

ke Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan; 

¶ Menyampaikan hasil tindaklanjut penyelesaian pengaduan kepada 

pengadu dengan tembusan Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan. 

- Pimpinan Unit Layanan: 

¶ Menerima dan menyelesaikan pengaduan yang diterima dari 

Pejabat Penghubung; 

¶ Membuat tindaklanjut penyelasian pengaduan untuk diserahkan 

Pejabat Penghubung ke Pengadu dengan tembusan Kepala Pusat 

Harmonisasi Kebijakan. 

- Satuan Pemeriksa Internal; 

¶ Menerima pengaduan yang terindikasi melanggar hukum dari 

Bidang Pusat Harmonisasi Kebijakan ; 

¶ Menindaklajuti pengaduan yang diterima; 

¶ Membuat laporan hasil tindak lanjut ke Pimpinan dengan tembusan 

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan.  

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari Unit Layanan 

yang diadukan; 

 

 

VIII. Pemantauan Tindak Lanjut  Pengaduan 

1. Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Selaku Ketua Tim melakukan 

pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian 

pengaduan di Satuan Kerja Unit; 

2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; 
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3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan 

masyarakat; 

4. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) melakukan pemantauan tindak lanjut audit 

investigasi yang terindikasi melanggar hukum; 
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 DOKUMENTASI PEMBUKAAN KOTAK PENGADUAN UNIT LAYANAN BP 

BATAM SEMESTER I TAHUN 2021 

  

 

   

Pembukaan Kotak Pengaduan di Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam 
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Pembukaan Kotak Pengaduan di Badan Us aha Pelabuhan BP 
Batam Pembukaan Kotak Pengaduan di Pelabuhan Terminal Ferry 

Domestik Sekupang 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Terminal Internasional Ferry 
Sekupang 
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Pembukaan Kotak Pengaduan di Dermaga Beton Sekupang 

Pembukaan Kotak Pengaduan di 
Curah Cair Kabil 

Pembukaan Kotak Pengaduan di SCN Kabil 
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  Pembukaan Kotak Pengaduan di Terminal Domestik Ferry Punggur 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Terminal Internasional Nongsa Pura 
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Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun Sekupang 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun Tg.Ucang 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun BP Batam  
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Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun Kabil 

Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun Muka Kuning 
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  Pembukaan Kotak Pengaduan di Rusun Batu Ampar 
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REKAP TINDAK LANJUT PENGADUAN UNIT 

KERJA BP BATAM 
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

BIRO UMUM  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

BIRO KEUANGAN  
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REKAPITULASI PENGADUAN MAS YARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

BIRO HUKUM  
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s  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

BIRO HUMAS, PROMOSI DA N PROTOKOL  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

KANTOR PERWAKILAN  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

PUSAT PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEM ESTER 1 TAHUN 2021  

PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

PUSAT PENGEMBANGAN KPBPB DAN KEK  
  



 

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PENGADUAN  

SEMESTER I TAHUN 2021 

51 

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

DIREKTORAT INFRASTRUKTUR KAWASAN  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

DIREKTORAT PELAYANAN LALU LINTAS BARANG DAN PENANAMAN 
MODAL  
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REKAPITULASI PENG ADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

DIREKTORAT PENGAMANAN ASET  
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REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT BP BATAM  

SEMESTER 1 TAHUN 2021  

DIREKTORAT RESTRUKTURISASI  
  


